BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di ambil

kesimpulan bahwa penerapan praktek akuntansi berbasis akrual yang
dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:

1. Penerapan praktek akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan
laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo belum
sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan masih
terdapat beberapa pos-pos yang belum menyajikan sesuai dengan PP
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Dan juga
dalam prakteknya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Nagekeo yakni pembuatan jurnal, buku besar, neraca,
jurnal penyesuaian disusun oleh Badan Keuangan Daerah (BKD),
Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo hanya mengumpulkan bukti-
bukti dan masukan dalam BKU dan menginputkan dalam aplikasi
SIMDA.

2. Faktor-faktor yang menghambat praktek akuntansi berbasis akrual
dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten
Nagekeo adalah (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum
memadai dari sisi kualitas (2) jaringan internet yang sering mengalami

gangguan.

75



6.2.Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Evaluasi Penerapan Praktek
Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, maka saran yang
diberikan penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo perlu memberikan pelatihan
kepada para pegawai mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis
akrual untuk meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia
khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dimulai
dari jurnal umum, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, neraca
setelah disesuaikan hingga pada penyusunan laporan keuangan.

2. Meningkatkan atau menjaga kestabilan arus listrik untuk menghindari
data yang belum tersimpan ketika terjadi aliran listrik serta menjaga

agar jaringan internetnya tidak mengalami gangguan.
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